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IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG 

HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA TERHADAP 

PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPR RI 

 
SAHABUDIN OHOIRENAN 

 Abstrak 

UUD NRI Tahun 1945 mengatur perihal tiga kategori hak, dua diantaranya 

adalah hak individu dan hak kolektif masyarakat. Dalam pertantangan antara kedua hak 

tersebut harus dilakukan dengan baik dan secara konstitusional diselesaikan 

dimahkamah konstitusi. Dalam penelitian ini penulis meneliti tiga putusan mk yakni 

nomor 4/PUU/2009, 42/PUU/2015 dan 56/PUU/2019 yang menyangkut pertantangan 

antara hak individu untuk menduduki jabatan publik (dalam hal ini mantan terpidana) 

dan hak kolektif masyarakat untuk memperoleh seorang pemimpin yang berkualitas 

dengan mengunakan teori keadilan, HAM, pengujian UU dan demokrasi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Analisis 

data bersifat deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Tujuan dilakukan penelitian 

ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya 

dalam pemilu dan pilkada. 

Hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa putusan MK nomor 

4/PUU/2009 yang memberikan Batasan terhadap mantan terpidana sejalan dengan teori 

keadilan. Putusan mk no 42/PUU/2015 yang melonggarkan Batasan sehingga tidak 

sejalan dengan prinsip pembatasan ham dan putusan mk nomor 56/PUU/2019 yang 

Kembali memberikan Batasan terhadap mantan terpidana oleh karena fakta empirik 

yang mendesak sehingga mk mencerminkan fungsinya sebagai pelindung hak asasi 

warga negara telah sejalan dengan keadilan dan pembatasan ham. Implikasi dari 

putusan Mk dalam Pileg 2019 karena persyatan menjadi longgar maka mantan 

terpidana menjadi bebas untuk mencalonkan diri. Pada pemilu 2020 syarat terhadap 

mantan terpidana Kembali di ketatkan oleh MK karena fakta empiris bahwa mantan 

terpidana Kembali menggulangi perbuatannya yang dapat merusak tatanan demokrasi. 

  

Kata Kunci : Implikasi, Mahkamah Konstitusi, Hak Politik, Terpidana, 

Pencalonan 
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IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT RULING 

ON THE POLITICAL RIGHTS OF FORMER CONVICTS ON 

THE CANDIDACY OF REGIONAL HEADS AND MEMBERS OF 

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF 

INDONESIA 

 
SAHABUDIN OHOIRENAN 

       Abstract  

The 1945 Constitution regulates three categories of rights, two of which are 

individual rights and collective community rights. In the challenge between the two 

rights, it must be done properly and constitutionally resolved in the constitutional court. 

In this study, the author examines three Constitutional Court decisions, namely 

numbers 4/PUU/2009, 42/PUU/2015 and 56/PUU/2019, which concern challenges 

between individual rights to hold public office (in this case former convicts) and the 

collective rights of the community to obtain a qualified leader by using theories of 

justice, human rights, judicial review and democracy.  

The method used in this research is normative juridical. Data analysis is 

descriptive qualitative of secondary data. The purpose of this research is to find out the 

basis of consideration of the Constitutional Court and its implications in elections and 

local elections. 

The results of this study, the author concludes that the Constitutional Court's 

decision number 4 / PUU / 2009 which provides restrictions on ex-convicts is in line 

with the theory of justice. Constitutional Court decision number 42/PUU/2015 which 

loosened the restrictions so that it was not in line with the principle of limiting human 

rights and Constitutional Court decision number 56/PUU/2019 which again provided 

restrictions on ex-convicts due to urgent empirical facts so that Constitutional Court 

reflected its function as a protector of citizens' human rights was in line with justice 

and limiting human rights. The implication of the Constitutional Court decision in the 

2019 legislative election is that because the requirements are loosened, the 

Constitutional Court will be able to protect the rights of citizens in line with justice and 

human rights restrictions. 

Keywords : Implication, Constitutional Court, Political Rights, Convicted, 

Candidacy 
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